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Abstrak
 

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan

wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di

masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur

kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin <i>unjust enrichment</i>. Menurut

doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka

pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak

begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan

doktrin <i>unjust enrichment </i>yang berlaku di Indonesia dengan doktrin <i>unjust enrichment </i>di

Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini

menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya

dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 <i>Burgerlijk Wetboek, </i>sumber hukum perdata di Indonesia.

Namun seiring dengan diterjemahkannya <i>Burgerlijk Wetboek </i>ke Bahasa Indonesia, maksud dari

para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai <i>unjust

enrichment </i>pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum

Jerman mengatur mengenai <i>unjust enrichment </i>secara menyeluruh dalam §§ 812-

822 <i>BÃ¼rgerliches Gesetzbuch</i>. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang

restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan

hukum <i>unjust enrichment </i>yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

<hr /><i>With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and

tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is

no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit

based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the

doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without

basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However,

this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares

the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which

is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative

methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-

1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles

as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as

provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust

enrichment effectively in §§ 812-822 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for
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varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic

law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. </i>


